ABSTRAK

Tindak pidana pemalsuan ijazah adalah salah satu bentuk tindak pidana pemalsuan surat.
Untuk mengatasinya, perlu dilakukan penegakan hukum yang tegas, guna perlindungan
hukum atau jaminan kepercayaan atas kebenaran sesuatu yang ditujukan bagi masyarakat dan
negara. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk penyusunan
skripsi dengan judul PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
IJAZAH PALSU (studi kasus Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1630 K/PID/2013) .
Fokus permasalahan yang akan dibahas yakni: 1.  Bagaimana penegakan hukum terhadap
tindak pidana pemalsuan ijazah ? Kendala-kendala 2. apa saja yang dihadapi aparatur
penegak hukum dalam menindak tindak pidana pemalsuan ijazah ?

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, ditarik suatu kesimpulan yakni
penegakan hukum saat ini terhadap tindak pidana pemalsuan ijazah belumlah efektif
dikarenakan beberapa faktor yaitu : (1) Faktor aparat penegak hukum., (2) Peraturannya itu
sendiri, (3) Sarana atau fasilitas yang menunjang proses hukum, (4) Kesadaran hukum
masyarakat, (5) Budaya hukum.

Berdasarkan kesimpulan di atas, diajukan saran yakni menyarankan kepada penegak hukum
diharapkan dalam mengkaji suatu kasus dapat benar-benar cermat mempertimbangkan
pertimbangan yuridis maupun non yuridis, hakim sebaiknya terus meningkatkan cara terbaik
dalam menjatuhkan putusannya dengan melihat semua aspek berdasarkan kepastian hukum,
kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Sehingga tercapai tujuan pemidaan yang semata-
mata bukanlah untuk melakukan suatu penghakiman saja tetapi lebih ditujukan untuk
mendidik terdakwa dan masyarakat agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana
lagi.



